
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repub6k 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia N0<0or 12); 

2. Undang-Undang Nomor 33 T ahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Oaerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N0<00< 126. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

Menimbang : a. bahwa sesuai kelentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah 

Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Alas 

Peraturan Daerah Nom0< 6 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2012-2017, pel1u menetapkan lndikator Kinerja Utama: 

b. bahwa berdasatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a. maka Penetapan lndikator Kinerja Ulama di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2017 tersebut perfu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Oalam Lingkungan Propinsi Jawa Baral 
(Serita Negara Tahun 1950); 

PENETAPAN INOIKATOR KINERJA UTAMA 
01 LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN BEKASI 

TAHUN 2015-2017 
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 

NOMOR 5 Tahun 2015 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/09/M.PAN/512007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan lndikator Kinerja Utama d, hngkungan lnstans, 

Pemerintah; 

11. lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pe,cepatan 

Pemberantasan Korupsi; 

. 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sislem 

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik ln<lonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4819); 

8. Undang-Un<lang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerinfahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2007 Nomot 82. 

TambahanLembaran Negara Nomor 4737); 

7, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemenntah (Lembaran Negara 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemenntah Nomor 5a Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5587); 

4 Undang-Uridang Nomor 5 Tahun 2014 1entang Aparatur Sip,! 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6 Tambahan Negara Nomor 5494): 



Oalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Oaerah adalah Kabupaten Bekasi. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA OJ LJNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BEKASI TAHUN 2015-2017 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah (RPJMO) 

Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Oaerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6). 

17. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi 

(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014), 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 T ahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Pan1ang Oaerah 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi 

Tahun 2010 Nomor 3): 

15. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 

tenlang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor6); 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pewn1uk 

Teknis Perjanjian Kinetja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Pelaporan Kinerja Jnstansi Pemerintah; 

13 ?era:uran Menten Negara ?endayagunaan Apa"':ur Negara 

Nomor ?ER/20/M PAN/11/2008 temang Petunjuk Penyusunan 

lndikator Kmerya Utama; 



lndikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran peraturan iru, merupakan acuan 

ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menetapkan rencana 

kinerja tahunan. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen 

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi 
pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Tahun 2015- 2017. 

BAB Ill 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal3 

- 

Tujuan penetapan indikator kmerja utama ini adalah : 
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diper1ukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinelja. 

BAB II 
TUJUAN 
Pasal2 

L Pemenntah Oaerah adalah Pemenntah Kabupaten Bekasi. 

3 Bupab adalah Bupan Bekas, 
4 Sekretans Oae,ah ada!ah sekretans Oaerah Kabupaten Bekasi. 
5. lnspektorat adalah lnsp€ktorat Kabupaten Bekasl. 
6. Satuan Kerja Perangkat Oaerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Oaerah, 

Sekretariat DPRD, Dinas, lnspektorat, Sadan, Satuan Polisi Pamoog Praia, Kantor 

dan Kecamatan. 
7 KineQa adalah gambaran mengenai tingkat pencapaia.n sasaran ataupun tujuan 

sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang menginoil<asikan tingkat 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 
8 lndikator Kinerja Utama (Key Performance lndicatol) adalah ukuran keberhasilan 

dan suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi. 



. 
(SKPD) daiam rangka meyakinkan keandalan onf0ffllas1 yang disajikan dalam 

laporan akuntabilitas kinetja; 
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepeda 

Bupati. 

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 

lnspektorat diberikan tugas untuk : 
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Oaerah 

Pasal 6 

Dalarn hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja 

Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Oaerah agar ditentukan 

pengembangannya lebih tanjut untuk perbaikan. 

BABN 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal5 

(1) Satuan KeJ)a Perang,<at Daerah melaksanal<an analisis dan evaluasi kinerja 
dengan memperhat,kan capaian indikator kinerja utama untuk metengkapi 
informasi yang dihasilkan dalam pengukuran klnerja d-an digunakan untuk. 

perbalkan kmerja dan peningkalan akuntabihtas kinerja. 
(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana d1maksud pada ayat (1). dilakukan 

secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-falcta yang ada baik berupa 

kendala, hambatan maupun informasi lainnya. 
(3) Penyusunan laporan akuntabilitas klnerja dan evaluasi terhadap pencapaian 

kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah serta 

disampaikan kepada Bupati rnelatui Sekretaris Daerah. 

Pasal4 



,-.ii. MUHYIDOIN 
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 5 

.. RAH 1 SEKRETARIS D 

Diundangkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 5 Februarl 2015 

ltd 

Hj. NENENG HASANAH YASIN 

BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggat 5 Februari 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal8 

Pada saat Peraturan Bupa6 ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi NOOlOr 41.1 
Tahun 2013 tentang Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2013-2017, dicabut dan dinyataka.n tldak ber1aku lagi. 

BABV 
PENUTUP 

Pasal7 


